
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1717, 2017 KEMEN-LHK. Pengendalian Gratifikasi. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

                  NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepostisme 

perlu upaya untuk mendorong terwujudnya integritas 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

b. bahwa untuk terwujudnya integritas Aparatur Sipil 

Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

diperlukan pengendalian terhadap gratifikasi; 

c. bahwa pengendalian gratifikasi di lingkungan 

Kementerian Kehutanan telah diatur dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.86/MENHUT-II/2014 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Kehutanan, perlu disesuaikan; 

d. bahwa untuk menyelaraskan dengan Peraturan Ketua 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang 
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Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, 

perlu mengatur kembali ketentuan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor   28   Tahun   1999   tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  134,  

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 5135); 

5. Peraturan  Presiden  Nomor  55 Tahun  2012  tentang  

Strategi  Nasional  Pencegahan dan Pemberantasan 
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Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/ MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

9. Peraturan   Menteri   Lingkungan Hidup dan Kehutanan   

Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 

tentang Pedoman Kode Etik Revolusi Mental ASN 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor  1065); 

10. Peraturan   Menteri   Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM-1/1/2017 

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 246); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 

uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 

2. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit pelaksana program pengendalian 

gratifikasi. 

3. Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan yang selanjutnya disebut ASN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 

pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk 

pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau 

dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya 

dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal 

maupun internal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, orang/ perseorangan, kelompok, maupun 

badan hukum. 

5. Pelapor adalah ASN Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan yang menyampaikan laporan atas 

penerimaan dan penolakan gratifikasi. 
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6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan 

pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap 

penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau 

tindakannya. 

8. Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan adalah 

Pihak Lain yang berkedudukan sebagai penerima 

manfaat pelayanan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, memiliki kepentingan terhadap 

kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, atau dapat terkait dan berpengaruh baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

suatu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

9. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta jabatannya. 

10. Kode Etik Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang selanjutnya disebut kode etik, adalah 

norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap ASN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

selama menjalankan tugasnya untuk menjaga 

martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

11. Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang 

diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, 

persyaratan atau nilai, untuk semua peserta, tamu, 

undangan, pegawai, nasabah, pelanggan, atau 

konsumen. 
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